
NOMOR 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI 

upati BeKasi 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI 

TAHUN 2020 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATTI BEKASI, 

Menimbang a, bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesua 

dengan asumsi kebijakan umum Anggara Pendapatan dan 
Bela.nja Daerah, keadaan yang menycbabkan pergeseran antar 
unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta 
keadaan Vang menyebabkan sisa lebih tabun anggaran 
se belumnya harus iguanakan untu.k pembiaya.an dalam tau 

anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Angaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentua Pasal 317 ayat (l 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran 
Pendapatan da Belanja Dae-rah Tahun Anggara 2020 kepad.a 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh 
persetujuan bersama, 

c. bahwa Rancangan Peraturan Daera.h sebagaimana dima.ksud 
pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang 
dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati 
bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwa.kila.n 

Rakyat Dacrah; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagamana dimaksud pad.a 

huruf a, huruf b dan huruf e perlu menetapka eraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dacrah Tahun Anggaran 2020 



Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Popinsi Dia wa 

Barat [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
scbagairmana telah diubah denganUndang Undang Nomor 4 

Tun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dar 

Kabup@ten Subag dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat fLembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 1968 Nomnor 3, Tam.ba.han 
Lembaran Negara Repubik Indonesia iomor 2851 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200. 

Noror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 4286); 

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2004 tentang Perbendaha.raan 
Negara tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor S, Tmbahan Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Nomor 4355, 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahu 2004 tentang Pereriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungiawab euangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Noor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400%; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan 
Perencanaan Penbanguan Nasional [Lem baran Negara 
Republike Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4421 

7. Undang-Undang Noror 33 Tahu 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Norr 126 

Tebahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4438; 

8. Undang-Undang Noor 28 Tahu 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049 

9. Undang-Lndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norma 54954; 

10. Undang Undang Norr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Darah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 20 
Noror 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 3587) sbagairman telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I4 
tentang Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahu 2015 Norr 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679 
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I Undang-Undang Nomor 30 Tahu 20I4 tentang Administrasr 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 560 

12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 10; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil epala Daerah 
(Lembaran Negara Republike Indonesia Tahu 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 40284; 

14. peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 entang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tLembaran 
Negara Repubik Indonesia Tahu 2005 Namer 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502] sebagairmana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nono 74 Thur 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340¥ 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tghun 2005 tentang Dan.a 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 4575 

16. Peraturan Pererintah Noror S6 Tahun 200 tentang Sistem 
Informasi Keuarga Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pererintah Noror 65 Thu 2010 tentang 
Perubahan Atag Peratuan Pemerintah Nomor s Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Kuangan Daera.h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republike Indonesia Norge 51554; 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 46141, 

I8. Peraturan Pemerinta.h Nonroe 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelola.an Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tanbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomar 4738]; 



19. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahu 2009 tentang Ba.ntuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972% sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 2018 Namor I, Tambahan Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Nomor 6177J; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Peranfaatan Insentif Permungutan Pajak Daera.h 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tabahan Lembaras Negara Re publik 

Indonesia Nomor 5161J; 

2I Peraturan emerintah Noor 7] Tahu 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerinta.han (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Norr 51654; 

22. Peraturan Pererintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Nomor 5272 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 TAhun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553) sebagairmana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tun 
2020 tentang Perubahan aas Peraturan Pemerintah Nomor 2T 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor I4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 65238 

24. Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pela.ksan~a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Noror 
123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pererintah Nomar Tahu 2019 entang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republike Indonesia 
Tahu 209 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321; 



2. Peraturan Pererintah Nomor 60 Tahun 204 tentang Dana 

Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo 5558), scbagaimacna telah diubah beberapalkali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atags Peraturan Pemerintah Noror 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Amggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor ST, Tambahan Lembaran Negara 
Re publik Indonesia Norr 864); 

26. Peraturan Pererintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarauan Peerintaban 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2017 
Noor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041), 

27 Peraturan Pemerintah Nomor I8 Tahun 20I7 tentang Hak 
Keuanga dan Adrinistrati Pipinan da Anggota Dewan 
perwakila Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 207 Noor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057), 

28, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahu 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor t Tahu 2018 tentang 
Kecaratan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2018 
iomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206 

30 Peraturan Pemerintah Noor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pererintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Noor 109, Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224 

3l Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahu 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nonroe 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279 

32 Peraturan Pererintah Noor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
ndoresia Tahun 22019 Noror 42, Tambahan Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322) 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 ahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dara.h (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323; 



34. Peraturan pesiden Nomor 16 Tahu 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Ta.hun 2018 Nomor 33) 

35. Peratran Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 
Peaturan Pererinta.h Nono Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahu 2020 
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 entang 
Pedoman Pengelolaan euangan Dacrah sebagamana tela.h 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeti Nomor 21 Tahu 20II tentang Perubaha Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Norr 13 Tau 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; 

37 peraturan Menteri Dalam Negeri iomor 32 Tahu 20I tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggara pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagairmana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan elima atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Noror 1560l; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 52 Tahu 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Darah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahu 2012 Nomor 754 

39, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 faun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntans.i Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pad.a Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425 

40, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoran Pengelolaan Barang Milike Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahu 2016 Nomor 547 

4l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitung enganggaran Dada.en Angara.n 
Pendapatan dan Belanja Dacrah,dan Tertib Administras 
Pengajuan, Penyaluran, dan Lapora Pertanggungierwa ban 
Pengunaan Bantua Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213 
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43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 [Berita Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

44, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pererintah Daerah [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nora 2491, 

45. Peraturan Menteri euangan Nomor 19/PMK.07 /2020 tentang 
Penyaluran dan Pengguaan Dana Bagi Hasil, Dana Alo.kast 
Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalamn 

Rangka Pena.nggulangan Corona Virus Disease 2019 (COID 19) 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250 

46. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
35/PMK.O7/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah darn 
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid.19 Dan/ Atau 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayaka Perekonoran 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
377 

47 peraturan Daera.h Kabupaten Bekeasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 [Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahu 2010 Namor 3; 

48. Peraturan Dacrah abupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 20I J 

tentang Retribusi Daera.h (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahu 2011 Noor 6) sebagaimane telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Noor 1 Tahu 2017 tentang 
erubahan edua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Dacrah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahu 2017 Noor 1J; 

49. peraturan Daerah Kabupaten Belasi Nomor 1 Tahu 200 
tentang Pokok-Pok&ok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahu 2007 Noror I, scbagamana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Dae-rah Kabupaten Bekasi Tahun 
2015 N0more 7; 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bekasi sebagaman.a telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubaha Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bekasi [Lembaran Daera.h Kabupaten Bekasi 
Tahu 2020 Nomor 2 
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5l Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakila Rakyat Daera.h (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bekasi Tahun 20I7 Nomor 4 

52. Peraturan Dae'rah Kabupaten Bekasi Noor S Tahu 2018 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 

Tahun 2018 Nomor 5; 

53. Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nornor 6 Tahun 2018 
tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada Pr Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbke (Lembaran Dae rah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 6; 

54, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasas.i Bekas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekas Thun 2015 Nomor 4y 

sebagaimaa tela.h diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi iomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Noor 4 Tahu 2015 tentang 
Penyertaan Modal Penerintah Kabupaten Bekasj Pada 
Perusahaan Daerah Air Mimum (PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi 
(Lembaran Darah Kabupaten Bckasi Tahun 2019 Nachor 8; 

55. peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatam Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 200 [Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2019 Nomor 9; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI 

BUPATI BEKASI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERAT'URAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

Pas.al 

Anggaran Pendapatan daan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 semula 
berjumlah Rp6.556.744.948.631,00 bertambah sejumlah Rp76.972.532.529,00 
sehingga menjadi Rp6.633.717.481,160,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a.Pendapatan Daerah 
1 Semula 
2. Bertambah/(berkurang 
Jumlah setelah Perubahan 

Rp5.825.840.179.830,00 
RD 1346.,300.072.688.00) 

Rp5.479.540.107 142,00 
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Rp 6.470.196.655.131,00 
Rs 83520.826.029.00 

RD.6553,717.481.160,00 
Rp(1.074 177.374.018,00) 

b. Belanja Daerah 
I Semula 
2. Bertambah/(berkurang 
Jumlah setelah Perubahan 
Surplus/(Defisit) stelah Perubahan 

c. Perbiav@an Daerah 
I.Penenmaan 

a) Semula Rp 730.904.768.801,00 
br Bertambah/(berkurang RD 423272.605.2127 
Jumlah setelah Perubahan RD I 154,177.374.018,00 

Pengeluaran 
a) Semula Rp 86.548.293.500,00 
b) Bertambah/(berkurang) RD 16.518.293.500.00 

Jumlah setelah Perubahan Ro. 80.000.000.000.0o 
Jumah Pembiaryaan neto setclah perubahan Rp 1.074177374.018,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp O 

(l Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf a terdiri darit 

a Pendapatan asli daerah 
Semula Rp 2446.413.378.869,00 

2. Bertambah/(berkurang) RD 0268.912.117,32 
Jumlah setelah Perubahan R2177.501.261.546,00 

b. Dana Perimbangan 
Semula R 1926.315.502.000,00 

2.Bertambah/(berkurang RD 4142.560.011.56 
Jumlah setelah Perubahan Rpl 783.755.490.437,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
I Semula Rp 1 4 53. 1 1 1. 29 8. 96 1 , 00  
2. Bertambah/(berkurang) Bp 65,172.056.198,00 
Jumlah setclah Perubahan Rp 1.518.283.355.159,00 

[2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan 
a. Pajak daerah 

Semula Rp 1 994, 60 1  763.757,00 

2. Bertambah/(berkurang) BR2 1239.784.085,75 
Jumlah setelah perubahan R1.754.817.677.998,00 

b. Retribusi daerah 
I Semula Ro 170.366.118.500,00 
2. Bertambah/(berkurang RD. 15.667273,500,0OE 
Juralah setelah perubahan go 164,698.845.000,00 

• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
I Semula Rp 23.531 744.958,00 
2 Bertambah/(berkurang ED. 13,587.415.564,00 
Jumlah setelah perubahan Rp 19.944.329.394,00 

d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

1 Semula Rp 257.913.751.654,00 
2. Bertambah/(berkurang RD 119.873.342.500,00 
Jumlah setelah perubahan Ro 238.040.409.154,00 

' 



(3) Dana perimbangan sebagaimana dim.aksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan 

a. Dana bagi hasil pajak/ bag hasil bukan pajak 
I Semula Ro 359.130.752.000,00 
2 Bertambah/(berkurang Bp, 26.108 265.000,OD 
Jumlah setelah perubahan Ro 385.239.017.000,00 

b. Dana alokKasi umum 
I Serula Rp 1. 2 33. 1 46. 336. 000 , 00  
2. Bertambah/(bcrkurans Rp 1121.061892.000 
Jumlah setelah perubahan Rpl 109.084.444 .000_00 

e. Dana alokasi khusus 
I Semula Ro 334.038.414.000,00 
2 Bertambah/(berkurang RD 144.606.384.563 
Jumlah setelah perubahan R 289.432.029.437,00 

() Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
hurufc terdiri darijenis pendapatan 

a. Pendapatan Hibah 
Semula Ro 272.170.800.000,00 

2.Bertambah/(berkurang RD 42.135 500.000,00 
Jumlah setelah perubahan Rp 314.306.300.000,00 

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 
I Semula R 870.890.315.961,00 
2.Bertambah/(berkurang) p 10.642.236.402,00 
Jumlah setelah perubahan Rp 780.248.079.559,00 

e. Dana penyesuaan 
I Semula Ro 310.050.183.000,00 
2 Bertambah/(berkurang Ro [7 .369.501.000,0O 
Jumlah setelah perubahan Rp 302.680.682.000,00 

3. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 
I Semula Rp 0 
2. Bertambah/(berkurang) Bp 121048.293.600.,00 
Jumlah setelah perubahan Rp 121.048.293.600,00 

() Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasad I huruf b terdiri daria 

a. Belanja Tidak langsung 
Semula Rp 2986.008.848.400,00 

2.Bertambah/(berkurang RD 282.395.691.354 
Jumlah setelah perubahan R 3.268.404 .539.754,00 

b. Belanja Langsung 
L. Semula Rp 3 4 84. 1 8 7. 806. 7 3 1 , 00  

2  Bertambah/(berkurang Bp (198,874,865.32 
Jumlah setelah perubahan Rp 3.285.312.941.406,00 

sebagaimata dimaksuad pada ayat (l 



(2 Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri 

dari jenis belanja. 

a. Belanja pegawai sejumlah 
1 Semula Ro2.156.999,785.400,00 
2 Bertambah/(berkurag RD. 1I64 260,467 700,OO 
Jumlah setelah perubahan Ro 

b. Belanja hibah 
I Serula Rp 66.682.550.000,00 
2.Bertambah/fberkurang) RD 19.571.4100.000 
Jumlah setelah perubahan Ro 

e Belanja bantuan sos.ial 

I Semula Rp 40.000.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang RD 9.131.583.200,0 
Jumlah setelah perubahan Rp 

d. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa 
Semula Rp 216.496.789.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) BD 124.545.136.000,00/ 
Jumlah setelah perubahan Ro 

e. Belanja bantuan keuangan 
I Semula Rp 499,729.724.000,00 
2. Bertambah/(berkurang BD 65,011.155.000. 
Jumlah setela.h perubahan Ro 

f Belanja tidak terduga 
1. Semula Rp 6.100.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang RD 347,509.466.851 
Jumlah setelah perubahan Ro 

2.092.739.317 700.00 

86.253.950.000,00 

49.131.583.200,00 

191.951.653.000,00 

494 718.569.000,00 

353.609.466.854,00 

(34 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari 
enis belanja 

a.Belanja pegawai 
Semula Rp 566.720.000,00 

2. Bertambah/(berkurang RD 61259.630.000,0 
Jumlah setelah perubahan Rp 61.826.350.000,00 

b. Belanja barang dan jasa 
I Semula Rp2400.637.627.576,00 
2. Bertambah/(berkurang Bp, 148,444,446.793,00 
Jumlah setelah perubahan Ro 2.352. 193.180.783,00 

• Belanja modal 
I Semula Rpl,082.983.459.155,00 
2. Bertambah/(berkurang Rp 1211,6990,048.532,00 
Jumlah setelah perubahan Ro 871.293.410.623,00 



(l) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf terdiri dari 

a. Penerimaa pembiayaan sejulah 
Semula Rp 730,904,768.801,00 

2 Bertambah/(berkurang Rp, 423.272.605.217,0O 
Jumlah setelah perubahan Rp 1 154177.374.018,00 

b. Pengeluaran pembiayaacn sejumlah 
I Semula Rp 86.548.293.500,00 
2 Bertambah/(berkurang) p. [6.548.293.50OO0 
Jumlah setelah perubahan Ro 80.000.000.000,0O 

(2 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaa 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya 
I Semula Ro 730,904.768.801,00 
2. Bertambah/(brkurang) RD 423272 605 217,00 
Jumlah setelah perubahan Rp I I54,177.374.018,00 

(3) Pengeluaran sebagairman.a dimak.sud pada ayat (l) huruf b terdiri dari jenis 
perbiayaa 
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
I Sermula Rp 86.548.293.500,00 
2 Bertambah/(berkurang Rp [6.548.293.500.00 

Jumlah setelah perubahan Rp 80.000.000.000,00 

Pasad 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pas.al l, tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ini yang terdiri dari 

Lampiran l 

5. Lampiran V 

2. Lampiran Il 

3. Larnpiran III 

Ringasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bela1ja 
Daerah; 
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Menurut Urusan Pemerimtahan Daerah dan Orgamsas, 

Rincia Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Menurut Urusan Pemnerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 

Rekapitulasi Perubaha Belanja Mentrut urus.a Pererintaha 
Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan, 

Rekapitulasi Perubaha Belanja Daerah Untuk Keslarasan dan 
Keterpadun Urusan Pemerintaha Daera.h dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, 

Dafter Perubahan Jumlah Pegaai Per Golongan dan Per 

Jabatan, 

Lampira VII Daftar kegiatan-kegiatan tahuan anggaran sebelumrya yang 

belum diselesaikan dan diaggark.an kembali dalam tahut 

6. Lampiran VI 

4 Lampiran IV 

anggaran ini; dan 

8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah 

12 



(I) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalarn 
Laporan Realisasi Anggaran 

(l) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut 
a. bukan merupaka kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b, tidak diharapkan terjadi sccara berulang; 
c berada diluar kendahi dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangk.a 

pemuhihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3 Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 
dirak.sud pada ayat [l)dapat merggunakan belanja tidak terduga 

(4 Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan 
Cara 
a. menggunaka dana dari hasil penjadwalan tlang capaian target kinerja 

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau 
b. memanfaatka uarng kas yang tersedia dari selisjh lebih realisasi pendapatan 

atau selisih le bih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaiman.a yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan darn 
Belanja Daerah 

(54 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak 

6) Kriteria belanfa untu.k eperluan mendesa.k sebagamaa dimaksud pad.a ayat 
5] mencakup 
a. program dan kegiatan pelavanan dasar masyarakat yang anggarannva belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan 
b. keperluan mendesa.k lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerinah daerah dan masyaralat 

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam 
tahun anggaran berjalan sebagairmana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA8PD 

(8] Pendanaan keadaan darurat untuk egiatan sebagarana dima.k.sud pad.a a.vat 
(6 diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAP.SKPD 

Ketentuan lebih lajut mengenai Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 



Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggad diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daera.h Kabupaten Bek.as 

Ditetaplan di Cilkarang Pusat 
pada tanggal 20 Okober 2020 

BUPATI BEKAS 
t.t.d 

EKA SUPRIA ATMA»JA 

Diundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 21 Oktober 2020 

�.S KRE ARIS DAE&Ul KABUP,\TEll BEK.\Sl,\,, \' 

1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 4 
NOREG PERAT'URAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT (NOMOR 4/137/2020) 
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